TAHUN : 2024 NOMOR : 56

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3828):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang ...




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63516);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Walkil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan ...




8.

10.

11.

.
Peraturan Pemerintesh Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Polittk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

12. Peraturan ...




12,

13.

14.

15.

16.

L=

18.

wth

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323};
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan — Kemampuan
Keuvangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional [berita negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata  Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomeor 630);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan ...




Menetapkan :

19.

20.

21.

il

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431j;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cilegon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 10};

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025,

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Cilegon.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

|
2.
3.

5. Dewan ...




(1)

(2
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Keta Cilegon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

Pasal 2

APED Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
a. pendapatan Daerah;

b. belanja Daerah; dan

c. pembiayaan Daerah.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
Ep2.324.499.289,.192,00 (dua triliun tga ratus dua
puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh
sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu
seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian
sebagai berilkcut:

a. pendapatan daerah Rp2.291.910.272.563,00

b. Belanja Daerah Rp2.324.499.289.192,00
Defisit/Surplus Rp [32.589.016.629,00)
¢. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp 32.589.016.629,00
2. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiavaan Netto Rp 32.589.016.629,00

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0,00 (nihil).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat

(2] huruf a direncanakan sebesar

Rp2.291.910.272.563,00 (dua trililun dua ratus sembilan
puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)|
vang bersumber dari:

a. pendapatan asli;

b. pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain pendapatan daerah vang sah.




(1)

(2}

13)

14

(S)

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3  huruf a  direncanakan  sebesar
Rpl.030.319.058.856,00 (satu triliun tiga puluh miliar
tiga ratus sembilan belas juta lima puluh delapan ribu
delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri
atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp852.441.609.549,00
(delapan ratus lima puluh dua miliar empat ratus
empat puluh satu juta enam ratus sembilan ribu lima
ratus empat puluh sembilan rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl130.389.906.829,00
(seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh
sembilan juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus
dua puluh sembilan rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp26.163.404.216,00 (dua
puluh enam miliar seratus enam puluh tiga juta empat
ratus empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp21.324.138.262,00 (dua
puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta
seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh
dua rupiah).

Pasal .,




(1)

(2]

(3)

(1)

(2]

(3)

(%)

8-
Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rpl.261.591.213.707,00 (satu triliun dua ratus enam
puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta
dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
vang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.093.242.739.000,00 (satu triliun sembilan puluh
tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus
tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl68.348.474.707,00 (seratus enam puluh delapan
miliar figa ratus empat puluh delapan juta empat
ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh
rupiahj.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan

sebesar Rp0,00 (nihil) yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah.

b. dana darurat dan

¢. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf direncanakan sebesar Rp0,00 [nihil).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp0,00 (nihil).

Pasal ...




.
Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.324.499.289.192,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh
empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta
dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan
puluh dua rupiah] yang terdiri atas:
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal B

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp2.019.229.219.499.21 (dua triliun sembilan belas
miliar dua ratis dua puluh sembilan juta dua ratus
sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh
sembilan koma dua puluh satu rupiah) yvang terdiri
atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
¢. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp986.711.408.642,10
(sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh
ratus sebelas juta empat ratus delapan ribu enam
ratus empat puluh dua koma sepuluh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
avat (1)  huruf b  direncanakan  sebesar
Rp961.724.645.357,11 (sembilan ratus enam puluh
satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh
tujuh koma sebelas rupiah).

(4) Belanja ...




(4)

(5)

(6)

(7)

(1}

(2)

i3]
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Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp498.600.000,00
(empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus
ribu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp64.871.805.500,00
(enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh
satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf f  direncanakan  sebesar
Rp5.422.760.000,00 (lima miliar empat ratus dusa
puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b  direncanakan sebesar
Rp265.270.069.692,79 (dua ratus enam puluh lima
miliar dua ratus tujuh puluh juta enam puluh
sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua koma
tujuh puluh sembilan rupiah) vang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnyva.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp10.594.707.530,19 (sepuluh miliar lima ratus
sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu lima
ratus tiga puluh koma sembilan belas rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp33.312.416.397,60 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus
dua belas juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus
sembilan puluh tujuh koma enam puluh rupiah.

(4) Belanja ...




(4)

(3]

(6l

(7)

=

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rpl36.797.369.465,60 (seratus tiga puluh enam miliar
tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam
puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima
koma enam puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp82.866.012.833,40 |(delapan puluh dua miliar
delapan ratus enam puluh enam juta dua belas ribu
delapan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh
rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rpl.581.563.466,00 (satu miliar lima ratus delapan
puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat
ratus enam puluh enam rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp118.000.000,00 [seratus delapan belas juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7  ‘huruf ¢ direncanaken sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) vang
terdiri atas belanja tidak terduga.

(1]

(2)

(3]

Pazsal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil).

Pasal ...




L
Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2  Thuruf ¢ direncanakan sebesar
Rp32.589.016.629,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus
delapan puluh sembilan juta enam belas ribu enam ratus
dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- 18
b.

(1}

(2]

(3)

(4)

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.
Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp32.589.016.629,00 (tiga puluh dua miliar
lima ratus delapan puluh sembilan juta enam belas
ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) vang
terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayvaan daerah vang dipisahkan;
penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kKembali pemberian pinjaman daerah;
dan

o np o

f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp32.589.016.629,00
(tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh
sembilan juta enam belas ribu enam ratus dua puluh
sembilan rupiahj.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil).
Hagsil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 [nihil).

(5) Penerimaan ...




(3]

(6)

(7]

(1)

(2

(3]

(4)

(3

()
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Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nihil) yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;
penyvertaan modal daerah;

pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo;
pemberian pinjaman daerah: dan

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp0,00(nihil).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(nihil)

Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 [nihil).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00

o po o

(nihil).

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
Pasal ...




(1)

(2]

(1)

(2)

(3]

G g
Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar -Rp32.589.016.629,00 (minus tiga
puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan
juta enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan
rupiah).

Pembiayaan neto vang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp32.589.016.629,00 (tiga
puluh dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan
juta enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan
rupiahy.

Pasal 16

Dalam  keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi

pagu vang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,
yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon

tahun anggaran 2025.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

¢. kerusakan sarana/prasarana vang  dapat

mengganggu kegiatan pelavanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja ...




(1)

0

belanja daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

pengeluaran daerah lainnya vang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat,

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini, terdiri dari:

Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Lampiran I Daftar Nama Penerima Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan Hibah;
Lampiran [V Daftar Nama Penerima Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI Daftar Nama Penerima,Alamat
Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran ...
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g. Lampiran VIl Rincian Dana Otonomi Khusus
menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program Kegiatan, sub kegiatan, kelompok ,jenis,
objek dan rincian objek pendapatan,belanja dan
pembiayaan;

h. Lampiran VII rincian dana bagi hasul-SDA
pertambangan minyak bumi dan pertambangan
gas alam, DBH-minvak dan gas bumi menurut
urusan pemerintahan daerah,organisasi program,
kegiatan , sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan
rincian objek belanja dan pembiayvaan;

i. Lampiran IX rincian dana tambahan insfrastruktur
menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis
objek,dan rincian objek pendapata , belanja dan
pembiavaan

j- Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah
Provinsi /kabupaten / kota pada daerah
perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD
dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasan negara.

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pa=al 18
Pelaksanaan penjabaran APBD wvang ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




5 i
Pasal 19

Peraturan Wali kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan
penempatanya dan Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Desember 2024

KOTA CILEGON,




